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BAB III 

        PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan di muka, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut. 

 Kepala BABAINKUM TNI mempunyai hubungan kerja yang tidak 

terpisahkan dengan ODMIL, yaitu Kababinkum berperan sebagai 

pengendali kinerja ODMIL, mengawasi penyelenggaraan administrasi 

ODMIL, mengadakan kursus jabatan di lingkungan ODMIL guna 

meregenerasi organisasi Oditurat Militer. Disamping hubungan di atas, 

antara ODMIL dan BABINKUM melakukan kerja sama dalam 

memberikan bantuan hukum pada prajurit yang melakukan tindakan 

pidana. 

B. Saran  

Oleh karena fakta di atas, penulis memberikan saran yaitu tentang 

perlu adanya pembuatan peraturan yang mengatur dengan jelas tugas-

tugas dan fungsi masing-masing organisasi yang terdapat di lingkungan 

TNI dan agar diberikan penyuluhan secara rutin dan menyeluruh agar 

seluruh anggota TNI dapat mengerti akan tugas dan fungsi masing-

masing dari mereka 
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